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Abstrak
 

Dalam rangka mendukung pemberantasan pengelakan dan penggelapan pajak yang dilakukan lintas negara

dibutuhkan kerja sama internasional yang memungkinkan adanya pemberian sanksi kepada para wajib pajak

yang melakukan pengelakan dan penggelapan pajak tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan untuk

mendukung hal tersebut adalah melalui pengimplementasian Automatic Exchange of Information in Tax

Matter (AEOI). Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah Indonesia menerbitkan ketentuan terkait

AEOI salahs satunya melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017.

 

Diterbitkannya UndangUndang Nomor 9 Tahun 2017 sebagai payung hukum implementasi AEOI di

Indonesia merupakan babak baru bagi dunia perpajakan khusunya berkaitan denan pembukaan rahasia bank

untuk kepentingan perpajakan. Penerbitan undangundang sebagaimana dimaksud sebagai payung hukum

implementasi AEOI diikuti dengan penerbitan ketentuan teknis di bawahnya yang berfungsi sebagai

petunjuk teknis pelaksanaan. Penerbitan beberapa aturan tersebut tentunya memiliki konsekuensi berkaitan

dengan harmonisasi dengan peraturan lain khususnya yang berkaitan dengan rahasia bank.

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut yaitu,

pertama, menganalisis pengaturan mengenai rahasia bank dan AEOI di Indonesia dan kedua, menganalisis

harmonisasi peraturan pelaksanaan AEOI yang berkaitan dengan rahasia bank setelah diterbitkannya

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan

menggunakan data sekunder.

 

Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian ini adalah yaitu pertama, pengaturan mengenai

rahasia bank dan implementasi AEOI terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda

waktu penerbitannya dan latar belakang penerbitannya sehingga terdapat potensi permasalahan terkait

harmonisasinya. Kedua, permasalahan harmonisasi terhadap ketentuan sebagaimana tersebut dapat diatasi

melalui penegasan pengesampingan pasal yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017.

Sementara isu harmonisasi terhadap peraturan di bawah perundang-undangan yang berfungsi sebagai

petunjuk teknis dapat dilakukan melalui penyesuaian ketentuan yang lama dengan yang baru yang dapat
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dilakukan dengan penerbitan peraturan perubahan ataupun pencabutan peraturan yang lama.

<hr>The effort of tackle down the tax evasion and tax evading in the global scope requires international

cooperation and instrument that allows the impose of sanctions to the taxpayers who are shifting their profit

and revenue outside their home country. One of the actions that made by the global scope to support this, is

through the implementation of Automatic Exchange of Information in Tax Matter (AEOI). Government of

Indonesia issued regulations of AEOI in order to support to fight tax evasion and tax evading by the

enactment of Act Number 9 of 2017.

 

The enactment of Act Number 9 of 2017 as the legal basis of AEOI implementation triggered the new phase

for the world of taxation in Indonesia, especially concerning the bank secrecy in tax matters. The enactment

of Act Number 9 of 2017 as a legal basis of the implementation of AEOI followed by the enactment of the

technical regulations under the act as the technical guideline. The enactment of these regulations have

consequences related to harmonization with other regulations, especially those related to bank secrecy.

 

This study aims to analyze the problems related to these matters, first, to analyze the regulation of bank

secrecy and AEOI in Indonesia and second, to analyze the harmonization of AEOI regulations related to

bank secrecy after the enactment of Act Number 9 of 2017. Research methods that used in this study is

juridical normative based on literature study.

 

This study concluded that first, the regulations of bank secrecy and implementation of AEOI are found in

several different laws and regulations that has the different time and background so there are potential

problems related to harmonization. Second, the solutions of the harmonization of these issues of regulations

can be overcome by the waiver of the old regulations by using the Act Number 9 of 2017. The

harmonization issues of regulations under the Act Number 9 of 2017 can be done through the adjustment of

the old regulations referring to the Act Number 9 of 2017.


